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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan 

oleh negara melalui undang-undang atau peraturan pada seseorang atau 

kelompok berdasarkan atas suatu karya cipta, paten, desain industri, rahasia 

dagang, varietas tanaman, dan merek.1 HKI telah mengalami perubahan 

dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor 

M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara  Pendayagunaan 

Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak 

Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim 

“HaKI” telah resmi dipakai, lalu istilah yang umum dan sering dipakai 

sekarang adalah Kekayaan Intelektual (KI).2 

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual, pada 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

 
1 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum 

Bisnis, Jakarta, 2002, hlm. 24. 
2 Abi Jam'an Kurnia, S.H., Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian 

KI, https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki-

kemudian -ki-cl3290/ (diakses pada 1 November 2023, pukul 11.23 WIB) 
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peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Hak Terkait adalah hak yang 

diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga 

penyiaran yang terkait dengan Hak Cipta.3 Hak eksklusif merupakan hak yang 

secara khusus diberikan kepada pencipta, yang berarti tidak ada pihak lain yang 

dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Hak eksklusif ini 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi 

adalah hak yang terikat pada pencipta atau pemilik hak cipta yang 

memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan 

mereka. Hak ini memberikan pencipta lagu atau pemegang hak cipta 

kemampuan untuk meraih keuntungan royalti dari hasil karya mereka. Selain 

itu, pemegang hak ekonomi berhak untuk mengizinkan atau melarang pihak 

lain dalam menggunakan, mengiklankan atau menyalin karya mereka. 

Perlindungan ini memastikan bahwa pencipta lagu memiliki kontrol penuh atas 

karya mereka yang digunakan digunakan pihak lain, serta memberikan mereka 

hak eksklusif untuk mengambil royalti ciptaan mereka, baik melalui penjualan, 

lisensi, maupun penggunaan komersial lainnya. Dengan demikian, hak 

ekonomi tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta tetapi juga 

mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi yang 

jelas.4 

 
3 Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5599) 
4 Khoirul Hidayah, Hukum Kekayaan Hak Intelektual, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 

40. 
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Hak Moral menurut buku milik Bernard Nainggolan adalah Hak yang 

melekat pada pencipta tidak dapat ditarik atau dihapuskan dengan alasan 

apapun. Hak ini memberikan pencipta pengakuan dan perlindungan atas 

kepemilikan karya mereka, serta memastikan bahwa karya mereka tidak 

digunakan atau diubah tanpa izin yang sesuai. Hak moral juga meliputi hak 

untuk menuntut pengakuan sebagai pencipta. Dengan demikian, hak moral 

melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta, terlepas dari hak 

ekonomi yang mungkin mereka miliki. Suatu sifat khusus dari pencipta adalah 

buatan seseorang, dan ada hubungan yang integral antara dua buah karya ini.5 

Membuat karya cipta bukan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu, orang-

orang baik yang sudah mengetahui atau belum mengetahui tentang hak cipta 

harus menghormatinya dan ini tidak dapat diabaikan.6 

Salah satu bentuk karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu 

dan/atau musik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap karya cipta 

lagu dan/atau musik diatur sebagai berikut: 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu dan/atau Musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan 

pantonim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

 
5 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 

Kolektif: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 91. 
6 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT Rineka Cipta, Jakarta, 

2012, hlm. 2. 
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g. Karya seni terapan; 

h. Karya arsitektur; 

i. Peta; 

j. Karya seni batik atau seni motif lain; 

k. Karya fotografi; 

l. Potret; 

m. Karya sinematografi; 

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

q. Permainan video; dan 

r. Program komputer. 

 

Penggunaan lagu dan/atau musik ini juga diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta 

Lagu dan/atau Musik, seperti contoh wajibnya pembayaran royalti jika 

memakai lagu-lagu di tempat umum untuk tujuan komersial. Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini memberikan kewajiban untuk membayar 

royalti bagi pihak yang ingin menggunakan karya orang lain untuk keperluan 

komersil, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), 

yang selanjutnya disebut sebagai LMKN. sendiri mempunyai kewenangan 

untuk mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan/ atau musik dari 

para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan 

Menyalurkannya kepada pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait 

melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).7 

 
7 LMKN, Tentang Kami, www.lmkn.id/tentang-kami/ (diakses pada 29 September 2023, 

pukul 15.07 WIB) 

http://www.lmkn.id/tentang-kami/
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Peran LMKN sangat diperlukan sebagai pengelola, Penyaluran royalti 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan haknya dari 

musisi yang ditentukan oleh undang-undang dapat diperoleh persis seperti yang 

diinginkan.8 Penyelenggara Acara (Event Organizer) musik yang merupakan 

penyelenggara acara yang khusus berfokus pada industri musik, bertanggung 

jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan berbagai acara 

musik, seperti konser, festival, pertunjukan, dan acara lainnya,9 yang 

berhubungan dengan musik belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya 

sebagai pengguna karya ciptaan orang lain. Dalam konteks permasalahan 

antara pernyataan dari Ahmad Dhani dan Once Mekel (salah satu mantan 

personel Dewa 19 yang keluar pada tahun 2010 dan memutuskan untuk 

menjadi penyanyi solo)10 menjelang konser 30 Dewa 19, Once Mekel tidak 

dibolehkan Ahmad Dhani untuk menyanyikan lagu band Dewa 19 dalam acara 

konsernya. Ahmad Dhani merasa bahwa hak secara ekonomi dan hak moral 

sudah dilanggar oleh Once Mekel, dikarenakan tidak melakukan kewajibannya 

yakni membayar royalti pada saat Once Mekel melakukan konser musik 

dengan menggunakan lagu milik Dewa 19. Pada dasarnya ini merupakan 

perbedaan pendapat dari kedua belah pihak, disisi lain Once Mekel menyatakan 

bahwa yang memiliki kewajiban dalam membayar royalti itu ialah pihak 

 
8 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 

Kolektif: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 171. 
9 Agnes Arianne, Event Organizer: Pengertian, Tugas, Serta Manfaatnya, 

https://dailysocial.id/post/event-organizer-adalah (diakses pada 29 September 2023, pukul 10.37 

WIB) 
10 Kompas,  Bukan Bertengkar, Once Ungkap Alasan Keluar dari Dewa 19: Gue Udah 

Jenuh, https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/14/135552266/bukan-bertengkar-once-

ungkap-alasan-keluar-dari-dewa-19-gue-udah-jenuh, (diakses pada 3 Maret 2024, pukul 13.18 

WIB) 

https://dailysocial.id/post/event-organizer-adalah
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penyelenggara acara itu sendiri. Kemudian Ahmad Dhani dalam situasi ini 

mendelegasikan hak pengelolaan lagu-lagunya kepada LMKN, dan juga 

menegaskan bahwa yang harus membayarkan royalti adalah Event Organizer 

bukan penyanyi.11 Lalu bagaimana penyelenggara acara (yang selanjutnya 

disebut sebagai Event Organizer) yang berencana menggunakan lagu-lagu 

milik pencipta lagu dan/atau musik dalam acara-acara musik menggunakannya 

dengan tanpa izin. Oleh karena berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik 

membahas tindakan sebuah Event Organizer musik yang menggunakan lagu 

secara komersil tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka penulis mengkaji 

penelitian ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PENYELENGGARA ACARA (EVENT ORGANIZER) MUSIK 

TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, berdasarkan 

penjelasan dari latar belakang topik yang dikemukakan di atas: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu 

terhadap lagu dan/atau musik yang digunakan oleh Penyelenggara Acara 

(Event Organizer) musik secara komersil? 

 
11 CNN Indonesia, Jejak Ahmad Dhani vs Once hingga Vonis Dilarang Bawa Lagu Dewa 

19, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329112428-227-930729/jejak-ahmad-dhani-vs-

once-hingga-vonis-dilarang-bawa-lagu-dewa-19/2 (diakses pada 27 Oktober 2023, pukul 19.44 

WIB) 

https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329112428-227-930729/jejak-ahmad-dhani-vs-once-hingga-vonis-dilarang-bawa-lagu-dewa-19/2
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329112428-227-930729/jejak-ahmad-dhani-vs-once-hingga-vonis-dilarang-bawa-lagu-dewa-19/2
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2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (Event 

Organizer) musik kepada pencipta lagu terhadap lagu dan/atau Musik 

yang digunakan tanpa izin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini tentunya menjadi landasan terciptanya karya 

ilmiah ini: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada 

pencipta lagu yang karyanya digunakan oleh penyelenggara acara (Event 

Organizer) musik secara komersil. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban penyelenggara acara 

(Event Organizer) kepada pencipta lagu terhadap lagu-lagu yang 

digunakan tanpa izin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil pada penelitian ini ditujukan untuk memberi informasi dan edukasi 

kepada masyarakat baik itu perorangan ataupun sekelompok orang akan 

adanya hukum yang berlaku tentang penggunaan karya lagu dan/atau 

musik baik itu secara non komersial maupun komersial. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan akan menjadi tahu akan peraturan yang ada tentang 

penggunaan karya dari si pencipta karya untuk keperluan komersil. 

b. Bagi Pencipta Karya 

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai saluran informasi dan 

peningkatan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi 

pencipta karya yang karyanya dimanfaatkan secara komersial oleh 

pihak lain. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian tentang hak cipta dapat membantu pemerintahan untuk 

meningkatkan perlindungan hukum terhadap pencipta karya. Dengan 

memahami konsep hak cipta dan pelanggarannya, pemerintah dapat 

membuat kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak cipta. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Kajian ini mencakup analisis tentang tanggung jawab hukum bagi pihak 

yang menggunakan karya lagu dan/atau musik tanpa izin dalam konteks 

kegiatan komersial, yang akan diteliti secara mendalam. Tujuannya adalah agar 

masyarakat, khususnya penyelenggara acara, memahami secara komprehensif 

tentang aspek hukum yang terkait dengan Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini 

juga mengeksplorasi upaya perlindungan hukum bagi pencipta karya yang 

karyanya dimanfaatkan oleh pihak lain, terutama dalam konteks kegiatan 
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komersial penyelenggara acara. Penelitian ini akan merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta 

Lagu dan/atau Musik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

 

F. Kerangka Teori 

Untuk memperlancar penulisan pada penulisan ini, maka penulis 

menggunakan 3 teori didalam penulisan ini, yakni: 

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual 

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual adalah sebagai berikut:12 

a. Reward Theory 

Setiap investasi berupa waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan 

oleh manusia yang melahirkan sebuah karya yang bermanfaat bagi 

orang lain itu harus mendapatkan penghargaan/apresiasi atau diberi 

upah. 

b. Recovery Theory 

Menjelaskan bahwa segala ciptaan yang telah dikeluarkan oleh 

pencipta karya harus dapat diperoleh kembali manfaatnya, sehingga 

pencipta yang mengeluarkan karya tersebut mendapatkan 

pengembalian yang setimpal. 

 
12 Khoirul Hidayah, Op. Cit., hlm. 8.   
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c. Incentive Theory 

Perlindungan Kekayaan Intelektual perlu diberikan agar para pencipta 

atau penemu karya intelektual termotivasi untuk terus melakukan 

inovasi dan penemuan yang bermanfaat. 

d. Risk Theory 

Kekayaan Intelektual mengandung risiko, di mana ada kemungkinan 

orang lain telah menemukan metode yang sama terlebih dahulu atau 

dapat memperbaikinya. 

e. Economic Growth Stimulus Theory 

Kekayaan Intelektual merupakan alat untuk pembangunan ekonomi 

suatu negara. Perlindungan atas Kekayaan Intelektual harus diberikan 

melalui skema hukum yang baik, karena sistem perlindungan yang 

efektif akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi 

negara tersebut. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dilihat bahwa Reward 

Theory, Recovery Theory, dan Risk Theory yang mendekati dengan 

penelitian ini, yaitu pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk 

mendapat royalti atas karya lagu dan/atau musiknya. Hal ini berarti (Event 

Organizer Musik perlu memperhatikan hak ekonomi yang dimiliki oleh 

pemilik lagu pada acara yang diselenggarakan penyelenggara acara (Event 

Organizer) Musik Perlu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dan 

membayar royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan 

perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta. 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon ialah segala 

upaya untuk menjamin hak dan memberikan bantuan dalam rangka 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan 

hukum terhadap korban perlanggar hukum dalam perlindungan 

masyarakat dapat dicapai dengan berbagai cara, misalnya dengan 

memberikan kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi.13 

Perlindungan hukum merujuk pada sistem yang dirancang untuk 

menjaga subjek-subjek hukum melalui implementasi peraturan yang 

berlaku, yang dilengkapi dengan sanksi hukum untuk menjamin 

kepatuhan. Ini dapat dikelompokkan menjadi perlindungan hukum 

preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sementara perlindungan hukum 

represif berfungsi untuk menangani dan memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran hukum yang telah terjadi: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah 

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam 

konteks hukum, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk 

mengantisipasi dan menghambat terjadinya permasalahan atau 

sengketa sebelum mereka terjadi 

 
13 SC. D. Balenina, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di 

Desa Kalisoro, Bestuur, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 2019, hlm. 26. 
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b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk menangani 

perselisihan dan memberikan sanksi yang sesuai. Dalam perspektif 

hukum, perlindungan hukum represif berperan sebagai mekanisme 

untuk mengembalikan kestabilan yang terganggu akibat pelanggaran 

hukum.14 

Teori perlindungan hukum dan Hak Ekonomi saling terkait dan 

saling mempengaruhi, di mana perlindungan hukum memberikan jaminan 

kepada pemilik hak cipta bahwa mereka akan mendapat hak royalti atas 

karya-karya mereka yang digunakan secara komersil oleh pihak tertentu, 

sehingga mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan 

karya yang bermanfaat bagi masyarakat, sementara kekayaan intelektual 

memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik hak cipta dan menjadi sumber 

penghasilan bagi mereka. 

3. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut KBBI tanggung jawab ialah suatu keadaan wajib yang 

menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, 

diperkarakan, dipersalahkan, dan sebagainya).15 Hans Kelsen dalam 

teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: 

 
14 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia, Megister 

Ilmu Hukum program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14. 
15 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ”Tanggung Jawab”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab 

(diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 09.49 WIB) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab
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“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab 

hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 

dalam hal perbuatan yang bertentangan”.16 

Dalam teori tanggung jawab ini pemilik karya memiliki hak untuk 

hasil dari karyanya, dalam teori tanggung jawab, pengguna karya orang 

lain memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Pelanggaran hak 

cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum baik secara pidana, perdata, 

maupun administratif. Dalam era digital, hak cipta menjadi semakin 

kompleks karena mudahnya penyebaran informasi melalui internet. Oleh 

karena itu, perlindungan hak cipta dalam era digital memerlukan tanggung 

jawab dari semua pihak, baik pengguna maupun penyedia layanan. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan 

intelektual dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar. 

Upaya pemerintah dalam perlindungan hak cipta dapat bersifat preventif 

maupun represif. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe yuridis normatif yang 

artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan 

 
16 Hans Kalsen, ”Teori Umum tentang Hukum dan Negara”, Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada Bandung, 2006, hlm. 95. 
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teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. 

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus 

pada analisis dan penafsiran hukum yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia 

yang dianggap pantas. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap 

sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk 

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam 

hukum.17 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) 

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan undang-undang (statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang 

ditangani, sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2021 yang mengatur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau 

Musik adalah turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan ini memungkinkan para 

peneliti untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang 

 
17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2016, hlm. 93. 
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ada, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan 

dan peningkatan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual. 

b. Pendekatan Konseptual 

Suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami 

konsep atau variabel yang hendak diukur, diteliti, dan digali. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-

konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut 

pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah 

terjadi. Dalam penelitian tentang kekayaan intelektual, pendekatan 

konseptual dapat membantu peneliti untuk memahami konsep-konsep 

yang terkait dengan kekayaan intelektual dan mengidentifikasi solusi 

atas permasalahan yang terjadi.18 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber Bahan Hukum dan Jenis penelitian pada kali ini ialah: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

2) KUH Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

 

 
18 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3. Bayumedia 

Publishing, Malang, 2007, hlm. 306. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Penjelasan Undang-Undang terkait dengan Hak Cipta, 

pertanggungjawaban hukum, serta bentuk perlindungan pencipta 

karya. 

2) Literatur mengenai Hak Cipta dapat dijadikan referensi hukum 

sekunder yang mendukung penelitian tentang subjek ini. Buku-

buku tersebut mencakup pemahaman tentang hak cipta, aspek 

perlindungan hukum, dan peraturan-peraturan terkait yang 

relevan. 

3) Skripsi dan tesis yang telah diselesaikan oleh mahasiswa dapat 

menjadi sumber bahan hukum sekunder yang berguna untuk 

mendukung penelitian tentang hak cipta. Skripsi dan tesis tersebut 

dapat berisi tentang hasil penelitian terbaru dan analisis tentang 

hak cipta. 

4) Jurnal dan artikel ilmiah yang dapat menjadi sumber bahan 

hukum sekunder yang berguna untuk mendukung penelitian 

tentang hak cipta. Jurnal dan artikel ilmiah tersebut dapat berisi 

tentang hasil penelitian terbaru, analisis, dan pandangan ahli 

tentang hak cipta. 

5) Situs Web pemerintah dapat menjadi sumber bahan hukum 

sekunder yang berguna untuk mendukung penelitian tentang hak 
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cipta. Situs web tersebut dapat berisi tentang undang-undang, 

peraturan, dan kebijakan terkait dengan hak cipta.19 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian tambahan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau 

pengertian didalam sumber bahan primer dan sekunder, sehingga 

dapat memudahkan penelitian untuk menguasai dan 

menginterpretasikan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan 

lebih baik. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam teknik pengumpulan pada 

penelitian ini ialah Studi literatur yaitu yeknik yang dilakukan dengan 

membaca dan mengumpulkan jenis-jenis bahan hukum primer dan 

sekunder yang terkait dengan hak cipta. Bahan dari hukum primer yang 

dapat dikumpulkan adalah Undang-ndang, peraturan, dan keputusan yang 

berkaitan dengan hak cipta. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dapat 

dikumpulkan adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan situs website yang 

membahas tentang topik hukum yang sedang diteliti. 

Pada penulisan ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, teknik ini dilakukan dengan 

 
19 Ibid. hlm. 40. 
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mengklasifikasikan dan menyusun bahan hukum yang telah dikumpulkan 

berdasarkan topik atau tema tertentu. Hal ini akan memudahkan peneliti 

dalam memahami dan menganalisis bahan hukum yang telah 

dikumpulkan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Untuk meningkatkan penjelasan dari penelitian ini Penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, metode ini digunakan untuk 

menganalisis bahan hukum yang terkait dengan kekayaan intelektual 

secara rinci dan mendalam. Peneliti akan mengidentifikasi, 

mengklasifikasikan, dan menjelaskan berbagai aspek hukum yang terkait 

dengan kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan peraturan 

pemerintah.20 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Undang-undang terkait dengan hak cipta, jurnal-jurnal, serta buku-

buku yang ada melakukan studi kepustakaan untuk memahami pandangan 

para ahli mengenai hak cipta dan isu-isu yang terkait dengan hak cipta. 

Teknik yang akan dipakai dalam penarikan kesimpulan pada penulisan ini 

dengan cara metode penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Teknik kesimpulan deduktif yakni menarik dari hal-hal yang 

khusus menjadi lebih khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini 

dengan cara menarik dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang 

 
20 Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, ”Tinjauan 

Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu yang Diunggah Ke Website Tanpa 

Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Bali, 2021, hlm. 4. 
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khusus. Penulis dalam penelitian ini akan menampilkan dari Undang-

undang yang ada, Peraturan Pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif 

Nasional yang kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan menjadi khusus 

mengenai pertanggungjawaban hukum penggunaan royalti menurut 

peraturan yang ada 
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